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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penerapan GCIO pemerintah di Kota Batam, terdapat
beberapa masalah yang umum ditemui, seperti pengambilan keputusan tidak didukung oleh data
informasi, informasi belum terintegrasi, informasi dan konteks belum diprioritaskan, dan belum adanya
koordinator bidang informasi di instansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peningkatan peran Government Chief Information Officer (GCIO) di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam, terutama pada faktor pendukung dan tantangannya. Tujuan: Alasan peneliti
melakukan penelitian ini adalah un overnment Chief Information Officer

ini menggunakan
peran Governm

at. Sebanyak™ J
pada bulan ari 2023 (Nugroho, 2023). Dengan Internet, semua informa a Jah diakses,
is inform Kemajuanetekn

Kementerian Komunikasi dan Informatika menawarkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan
Sertifikasi National Government Chief Information Officer (GCIO) (Kosala et. al., 2018). Tujuannya
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pejabat dalam mengelola teknologi
informasi dan tata kelola informasi di lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan demikian, diharapkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan
Government Chief Information Officer (GCIO) di daerah seperti Kota Batam dapat meningkat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai berlaku
efektif dua tahun setelah diundangkan pada 30 April 2008. Berdasarkan undang-undang ini, setiap
lembaga pemerintah wajib memberikan akses terbuka atas semua permintaan informasi publik, kecuali



untuk informasi tertentu yang dikecualikan. Tujuannya adalah agar warga negara dapat berperan lebih
aktif dalam penyelenggaraan negara, pengawasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang
memengaruhi kepentingan publik. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga untuk mengakses
informasi publik, data yang tersedia secara terbuka setiap saat, serta informasi mengenai jenis lembaga
pemerintah dan unit-unitnya, termasuk pengumuman berkala yang dikeluarkan (Anjani, 2023).

Terkait penerapan Government Chief Information Officer (GCIO) di Kota Batam, terdapat
beberapa permasalahan umum yang dihadapi, antara lain: pengambilan keputusan kurang didukung
oleh data informasi, informasi belum terintegrasi, informasi dan konteks belum menjadi prioritas, serta
belum adanya koordinator wilayah informasi di_instansi. Agar masyarakat dapat mewujudkan dan
mempersepsikan layanan informasip eknologi informasi komunikasi pada
institusi pemerintah harus be NTAHA emiliki arah yang lebih jelas
(Dunn, 2003). Hal ini al\ 'v tau Government Chief
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Informasi Berbasis Connected Gove wa Yogyakarta. Menggunakan teori E-
Government dan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan pengelolaan informasi pada
Pemerintah Daerah DIY belum berjalan efisien karena kurangnya kepemimpinan manajemen tingkat
atas dan forum terpadu dalam pengelolaan operasional di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah DIY memerlukan model pengelolaan informasi yang efisien berbasis
GCIO.

Ketiga, penelitian oleh Nugroho berjudul Pemodelan Kedudukan Government Chief
Information Officer Indonesia Menggunakan metodologi kualitatif. Hasilnya adalah usulan kerangka
kerja bagi peran GCIO di pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.



Keempat, penelitian oleh Putranto, Nugroho & Winarno berjudul Government Chief
Information Officer: Analisis Peran Di Pemerintahan Indonesia. Menggunakan teori efektivitas
kebijakan pemerintah dan metode kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa GCIO Indonesia perlu
menjalankan tujuh fungsi utama dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di pemerintahan.

Kelima, penelitian oleh Nurunnisa berjudul Analisis Peran Government Chief Information
Officer (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karimun. Menggunakan teori
peran GCIO dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan peran GCIO sudah terlaksana dengan baik
namun perlu dimaksimalkan karena adanya tantangan seperti kemampuan SDM, sosialisasi/pelatihan,
dan peran pendamping PPID yang masih kurang a
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menurut Sugiyono (2017), diperlukan informan atau sumber data yang berkaitan langsung dan
berkompeten pada objek penelitian (purposive sampling) yakni Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Kehumasan
dan Informasi, serta ASN pada bidang-bidang tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai
teori peran Government Chief Information Officer dari Supangkat (2018) yaitu dengan mendeskripsikan
keadaan di lapangan berdasarkan 6 aspek, yakni: Memimpin, Antispasi, Strategi, Mengorganisasi,
Penyediaan, dan Pengukuran Pengembangan.



1. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Government Chief Information Officer (GCIO) Pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam

Government Chief Information Officer (GCIO) menjadi sebuah peran yang strategis dalam
mengelola penyelenggaraan pemerintahan digital. Kompetensi pada peran ini menjadi salah satu
kontributor yang mewujudkan keberhasilan program SPBE, smart city, dan Smart Province yang telah
direncanakan. Bahwasannya peneliti mendapati pejabat yang memiliki tanggung jawab sebagai GCIO
adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika karena Jabatan ini bertanggung jawab atas pelayanan
|nforma3| publlk dan penyelenggaraan€ antu_dengan Kepala Bidang Pengelolaan

g ada, sertad @tg ptasi akan cang
1 muncul |no i yang.sesuai

] [ unt kat dengamilebih baik / /
Dari keterangan Y "1 ﬂIAN DA‘ P om dan Informatika Kota
et : n (i - .

Batam sudah memiliki peran p asil bahwa sebagai GCIO ia
harus selalu mengembangkan kompetensi annya menjadi pemimpin yang aktif seiring
perkembangan zaman.

3.1.2 Antisipasi

Sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) tentunya harus selalu memiliki langkah
antisipasi, baik itu dalam menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi serta selalu berusaha dapat memberikan layanan informasi dengan cepat dan mudah.
Keamanan informasi sendiri bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas, ketersediaan dan
kerahasiaan dari pengelola informasi yang masih sering dikesampingkan dari pengelolaan informasi.
Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan dengan pertanyaan:



Sejauh mana GCIO dalam menunjukkan komitmen dan upaya dalam mencegah tindakan
penyalahgunaan informasi?, beliau menjawab:

“Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kami memiliki wewenang dalam
menyusun dan menetapkan jenis informasi, rahasia atau tidak, karena itu setiap informasi yang
akan disebar kami uji dulu hingga ditetapkan status informasinya. Kami juga diberi amanah oleh
Pimpinan untuk tidak membuat kesalahan dalam Kklasifikasi informasi ini, oleh karena itu
kualitas dari PPID sebagai pengelola informasi sangat berpengaruh, dimana pemahaman serta
kemampuan para staff PPID menjadi hal penting yang nantinya akan menentukan kebijakan
selanjutnya”.
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Gambar 1. Halaman Utama Situs PPID Kota Batam

Tampilan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Batam pada Gambar
diatas memiliki tampilan yang jelas dan mudah dimengerti dalam penggunaannya, serta memiliki desain
website yang standar dengan website PPID Kota/Kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepulauan
Riau. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan
informasi di PPID Kota Batam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, karena tidak ada
pengecualian bagi organisasi pemerintah dalam memerlukan sumber daya manusia yang berkuaitas dan



memiliki kompetensi yang bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti wawancara
peneliti dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bapak Tyas Satria Manggala, S.STP
dengan pertanyaan:

Sejauh mana organisasi menunjukkan komitmen dan upaya dalam menyediakan media
informasi dan mengembangkan SDM TIK untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan
organisasi?, beliau menyatakan:

“Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten masih terus kami lakukan, karena hal
itu akan mempengaruhi berjalannya pengelolaan informasi di lingkup PPID Utama maupun
PPID Pembantu. Karena sampai i i jadi masalah yaitu OPD sebagai PPID
Pembantu yang belu diri, ya itu karena memang

sosialisasi dan p ( i rjalan secara optimal”.
Tujuan dari latih kup lain yaitu untuk
meningkatkan anusia dalam
bidang tekn in &N : v,
3 ]
3.1.4 P W)
I
serta
menj t juan
/3 aps,
org Jitent lam
me ' kat
(o2 et
re 8‘ as
K n in r i
No | 'ndikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Realisasi Capaian Rasio Capaian
Perangkat Daerah
2022 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [jumiah Dokumen Hasil Monitoring Opini Dokt
dan irasi Publik o 2 W 2 i i
2 [Jumiah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten % N
dan Perencanaan Media Komunikasi Publik S = 2 2 o 20%
3 [lumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokt
Pengelolaan Media Komunikasi Publik o > 2 2 o A%
4 [jumiah Dokumen Hasil Pelayanan = Dak
Informasi Publik 9 - o U 0% S0%
S [lumlah Layanan Hubungan Media 50 Media 50 Media 68 Media 105 Media 136% 0%
5 ’"'""’;z:: Gata PemerintiESaESEOn 0 Aplikasi |20 Aplikasi | 0 Aplikasi 0 Aplikesi 0% 0%
? :;T::‘m"‘:‘"f;w":“"“,:‘n s:;:""“ 0 Dokumen |1 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen 0% 100%
8 [lumiah Dokumen Koordinasi dan
i B e S 0 Dokumen |2 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen 0% 100%
Sektoral
9 |lumiah Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Xota yang 0 Dokumen 1 Dokumen | 0 Dokumen 1 Dokumen 0% 100%
Ditetapkan . -

Gambar 2. Indikator Kinerja Pelayanan

Pada pencapaian kinerja diatas sudah berjalan semua dan bahkan ada yang melebihi dari target.
Pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian indikator kinerja pelayanan yang
dicapai adalah jumlah subdomain yang telah dimanfaatkan, tower telekomunikasi radio, jumlah titik
hotspot internet di tempat umum, jumlah media massa yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi,
jumlah media pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan untuk penyebaran informasi, jumlah pelaksanaan
media tatap muka/interpersonal antara pemerintah dengan masyarakat, jumlah KIM yang
dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik, jumlah Informasi yang



disebarkan melalui website diskombatam.go.id maupun ppid.batam.go.id, jumlah PPID pembantu yang
aktif menyebarkan informasi publik, dan jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola.

3.1.5 Penyediaan

Sebagai PPID yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyediaan informasi dan
pelayanan informasi kepada masyarakat GCIO sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada
dengan menyediakan portal website PPID Kota Batam sebagai bentuk untuk memberi kemudahan
kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon. Sesuai dengan yang
disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bapak Tyas Satria Manggala,
S.STP, ia mengatakan bahwa:

“Saat ini memang

@ harus men kemampua
?/ anysa adgi) tem

7, la menjawab bahwa:

“Infrastrukturnya menggunakan jasa pihak ketiga, alasan belum mempunyai tenaga ahli. Namun
dalam pembangunan data center sudah hampir 90%. Data center menjadi tempat untuk penyimpanan
dan pengolahan data Kota Batam dan dengan adanya data center ini diharapkan aplikasi bisa saling
terintegrasi, dandapat membackup data sehingga apabila datadata yang ada hilang diskominfo masih
memiliki salinannya dipusat data”.



3.2 Peluang dan Tantangan dalam Peningkatan Peran Government Chief Information Officer
(GCIO) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Dalam hal inisiatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
layanan informasi publik, GCIO (Government Chief Information Officer) adalah pemain kunci
utamanya. Keadaan eksternal yang dihadapi oleh perangkat daerah terdiri dari peluang dan tantangan.
Faktor eksternal yang positif dapat dianggap sebagai peluang, sedangkan faktor eksternal yang negatif
dapat dipandang sebagai tantangan. Kondisi eksternal tersebut berjalan seiring dengan permasalahan
dan faktor penentu keberhasilan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota
Batam Bab IV Tahun 2021-2026. Hingga tahun 2026 akan diawasi oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam membahas pe n.timbul dalam mewujudkan Dinas
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Untuk memfasilitasi pertumbuhan e-Government di Indonesia, pemerintah harus memperkuat
institusinya dan menugaskan Government Chief Information Officer (GCIO) untuk mengambil peran
penting. Langkah pertama adalah melakukan standarisasi peran GCIO dalam pemerintahan Indonesia.
Hal ini dicapai dengan menentukan tanggung jawab utama GCIO untuk Indonesia, yang mengarah pada
identifikasi tujuh tanggung jawab utama GCIO.

Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government DISKOMINFO Kota Batam, Tyas Satria
Manggala, S.STP, menyatakan bahwa penugasan GCIO merupakan salah satu solusi untuk memajukan
e-Government dari segi dimensi kelembagaan. Namun, di DISKOMINFO Kota Batam sedang



menunggu regulasi terkait GCIO untuk perkembangan selanjutnya, meskipun pada aplikasinya, GCIO
ini sudah terimplementasikan pada berjalannya pada program e-government. Sehingga disimpulkan
bahwa upaya yang dilakukan GCIO DISKOMINFO Kota Batam untuk meningkatkan perannya lebih
berfokus pada evaluasi regulasi yang berlaku ke depannya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Government Chief Information Officer (GCIO) telah berkembang dari konsep teoretis
menjadi implementasi nyata di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No. 40
Tahun 2020. Perbandingan antara penelltlan terdahulu dan kondisi saat ini menunjukkan pergeseran
fokus dari potensi penerapan ke analisis ivitas. Metodologl penelitian kini lebih
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berjalan lancar ditunjukkan dengan perangkat dan jaringan yang tersedia sudah mendukung aplikasi
teknologi untuk pelayanan informasi publik.

2. Peluang dan tantangan dalam meningkatkan peran GCIO di DISKOMINFO Kota Batam
sudah di implementasikan sesuai Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 hanya saja belum optimal dan
masih terus mengarah kepada tujuan untuk pendukung Teknologi Informasi.

3. Upaya yang dilakukan GCIO DISKOMINFO Kota Batam untuk meningkatkan peran GCIO
yaitu lebih berfokus kepada evaluasi akan regulasi GCIO yang berlaku kedepannya



Keterbatasan Penelitian. Penelitiian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya
penelitian, fokus penelitian tertuju pada 1 lokus.

Arah Masa Depan Penelitian. Peneliti menyadari bahwasannya penelitian ini masih bersifat
mendeskripsikan dan menggambarkan terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian,
sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam agar dapat menambah wawasan yang lebih
mutakhir terhadap fokus penelitian.
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